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I. PENGANTAR

Mengenal lama masa berlangsungnya suatu perianjian dapat parange stau pendek.

Bahkan, ada perianjan vang umurnva singkat sekali,

Perjanjian dengun masa berlaku yvang sangul pendek hampis tidak menimbulkan
permasalahan hukum, Lain Tudnya bilumana masa berlakn swate perjanjian it lama, Makin
lama wakt yang dilewati antara penuripan suata kontrak dun pelaksanaannya secara
sempurna, makin banvak pula masafah ving munekin muncul Jas harns disetesaikan,
Masatuh-masalah tersebut antara lain:

L. terjadi perbuatan hukum Tuin daripada vang dimaksodhan oleh para pibak
sebagmimana telah diperjanjikan;

2. para pthak dalam kontrak bernbah pendapat mengenai akan acimyve hal weetentu di
masa depan. sekatipun hal int berkailan dengen keudiw: vunye aeak tdak normat;

3. dengan intensitas vang tidak pernab terpihichan, apa vane diperaniikan ddask dapar
sepenuhnya sesual dengan situast ukrusl,

Sejak lama para ahl berpendapat. babwa tiap perjantion dieeap whah Gitutup. secars

diami-diam mengaku? syarat-syarat berdasarkan kondisi sermuin vaits keadua sepelam

mengalami perubahan, Tnilah vang disehot dengun Klutiswa el e stanriba. Klausula

sepertl sekarang im dikemukakan oleh Baldus. Jike keudinny e tiduk lagi seperti vang
ladinyva direncanakan atau ditetapkan, maka gugurlad ootk 5 ataw honrak dipandang
elah berakhir, Dengan klausula vung samar-susiar ersenut, banyah hal ditampung Orang
di bawah sat atap. wermisuk i dalamrya apasang disebut divi peksi seperti mengenad

berubahnya keadaan.

Jika seteluh dituiupnya perjaniian terjudi perubabun sanmasl bessr, maka debiur
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mungkin mengalami suatu keadaan yang membuat ia tergangew dalam metaksanakan
prestasinya. Dapat dikatakan, bahwa {a telah berada dalum keadaan “dava paksa®,
Sebenarnya pada debitur itu mungkin tidak ada hambatan melakukan perstast yang telah
diperjanjikan, namun dengan keadaan khusus, seperti terjudi kint, kredit berdasarkan itikad
baik dun kepatutan tidak boleh menuntut dilakukannva prestasi seperti vang pernah
diperjanjikun. Dalamekejadian-kejadian demikian, debitur dapat mengenmukakan keberatan
apabiia dipaksa melaksanakan prestasinya.

Daya paksa adalah suatu situasi gawat, yaitu ketika debitur sebenarnya ingin
memenuhi prestasinya, tetapi oleh keadaan tertentu, lulu pelaksanuan prestasinya terhalang,
Ta dapat dikatakan telah berada dalam keadaan daya paksa. Sebenarnya dalam situasi
normal, debitur tidak mempunyai hambatan untok meltukukan prestasi vang telah
diperjanjikan itu, namun karena keadaan khusus, atas dasar itikad baik dan kepatutan,
kreditur tidak dapat lagi menuntut debitur menunaikan prestasi yvang pernabh mercka
perjanjikan,

“Benang merah™ dar permasalahan ini dapat dirumuskan dalam satw pertanyaan,
vakni: apakah kreditur, setelah ada perubahan-perubahan penting yang hersifut ekonomis,
sosial, fegislatif, atau polits, masih dapat mengharapkan debitur melak sanakan prestasinya,
tanpa ada perubahan kontruk, ataukah prinsip itikad baik akan menentang keinginan
hreditur iae? Untuk menjawab pertanvaan i atas. pertama kall akan disinggung latar
hefakung historls klausula rebus sic stantibus dan kemudjan ditutup dengan sejumiah

pandangan berkenaan densan Klausula tersebut,

II. SEJARAH KLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS

Dari sejarah hukum perdata Eropa dapat disimpulkan, bahwa klausula rebus sic
vtantibus telah mempunyai sejurah lebih kurang dua puluh abad famanya. Klausula inj
bersumber dari karyva klasik yang moralis dari Seneca {_ 4-65 SM) dan Cicern {106-43
SM), dan dimasukkan ke dalam hukum perdata oleh Bartolus (1314-1367% dan Baldus
{1327-14004, Talu dibuhas oleh Hugo de Groot (15831643 dun dikodifikasikan dulam
hukum perdats Prosia (1794}, kemuodian menjadi model dari banyak kitab undang-undang
modern, Walaupun demikian tidak ada kodifikasi sekitar tahun 1850 vang mengandunyg
aturan klausula tersebut. Hal ini semata-mata karena tuntutan yang sangat mendesak akan
adanva kepastiao hukum dalam lalu lintas perdagingan wakta itu.

Dalam Abad Pertengahan, terjadi banyak peperangan, Keadaan demikian menghambat
pelaksanaan klausula “junji tentang batalnya secara diam-datam suatu pasal dalam
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perjanjiun”, Sementara itu peperangan tidak terbatas sampai kepada peperangan antar
daerah, melainkan meliputt banyak negara, termasuk untara lain peperangan Perancis dan
Jerman {1870). bahkan meluas meliputi dunia seluruhnya, menjudi Perung Dunia Pertama.

Setelah Perang Duniu Pertama berakhir, semukin keras keinginan uniuk mengakn
dampak dari situasi peperangan serta akibat-ukibatnya (antara lain inflasi), sehubungan
dcnga’m keterikatan orang pada perjanjiun-perjanjian yang junvka waktunya punjang, Oleh
karena ttu di negara-negara Erepa antara tahun 1915 dan 1923 banvak sekali kepustakaan

dun putusan pengadilan yang menyinggung masalah ini.

Secara umum dapat dikatakan, bahwa ada dua kemungkinan (cara) penyelesalannya,
Pertama, suatu koditikasi yang tidak mengenal klausula itu dapat menyesuaikan diri
dengan keadaaan kehidupan baru ini, sedangkan kemungkinan kedua adalah pembentuk
undang-undung supava berdiam dini saja, dan hakimlah yang akan memutaskan perkarg
1 dengan mencrapkan suaty instrumen yang disebut Klausula atau yiang disamakan dengan
1. Penyesuaian pertama ternyata telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang Perancis
dan Belygia, sedangkan di negara-negara Eropa fainnya, hal ini diserahkan pemecahannya
kepada hakim.  Sebubungan dengan cara keduu di atas. keputusan Mahkamah Agung
Terman sangar berpengaruh. Pengadilun ini, schabis Perang Dunia Pertama mengakui
adanya pembatasan, bahkan berupaya meniadakan klausula-klausula itn. Pengaditan
Termuan mengunalogikan dengan putusan-putusan pengadilan hun [X8%, 1889, dan 1898,
yang semuanyy didasarkan pula pada putusan Mahkamah Agung Prusia 1974, Dengan
demikian. maka garis vany ditarik dari masa lampau hingga masa kini dimulai dari Abad
Pertengahan, melewalt ajaran-ajaran dan tulisan Bernhard Windscheid, Zur Lehve des Code
Napoleon von der Ungulteigkeit der Rechischafie (18471 dun pada akhir abad lampau
diterima pulu oleh Mahkamah Agung Jerman, dan dari sini ditacik terus ke Swis, Australia,

Spunyol, Portugal, dan negara-negara lain,

Hukum Ingeris masa dulu menetapkan, bahwa suatu kontrak adalah mutlak, artinya
prvak-prhak tetap terikat kepada isi kontrak walaupun kenudian tejadi suatyu situast yang
menimbulkan dava paksa {Cheshire-Fifoot, 1969: 478-480). Pengakuan pertama terhadap
adanya dava paksa baru pada tahun 1863, Peristiwanya adutub yang disebut imposibiliras,
Rentka orang vang menyewakan gedung konser dibebaskan dari kewajibannya
My ediakan Usuasana dengan tenang dupat menikmati koonser™, karena gedung it terbakar
sehut se2elom diadakannya pertunjukan.

Selak tiusetiap perubahan dalam keadaan senyatanva, disebut dengan istilah
frisiuteon erntasuk di dulamnya dayu paksa. Frisrarion tidak lahir sebugai suatu lembaga
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hukum tersendiri. Istilah itu hanya menunjuk pada suaty akibat. vaitu bahwa perjanjian
menjadi gugur. Untuk menjawab pertanyaan: kapankah suatu kontrak dapat dipandang
sebagai frustated, para hakim Inggris hampir seabad lamanya bekerja dengan semacam
“implied terms” (Chatty, 1968). Cara bekerja demikian ini adalah scbhagai berikut: hakim
dapat memutuskan bahwa pada waktu para pihak mengudakan perjanjian, mereka tdak
periu dengarfsaksama memperhitungkan suate keadaan tertentu di masa yang akan datang,
sehingga mereku juga tiduk harus dianggap teluh secara implisit memuasukkan dalam
kontrak itu adanya syarat-svarat tertentu.

Dengan ini lalu ada suatu kiausula rebus sic stantibies vang dirumuoskan secary lain,
yang dengan itu hakim Inggris dapat memecahkan masalih-masalah daya paksa dan
adanya perubahan keadaan. Buku-buku studi di Inggris menempatkan bentuk ini sebagai
berikut: mula-mula the express terms, yaitu syarat-syarat dan tenggang-tenggang yang
dengan tegas diperjanjikan, setelah rhe implied terms, yang secara diam-diam disimpulkan
sebagai syarat dan tenggang di mana frustation adalah bagiannya {Pollock, 1936: 2795,

Dalam Perang Dunia Kedua, para ahli bukum i Ingaris meragukan teori implied
terms itu, dan pada tahun 1943 pembentuk undang-undang menjudiban friesvation sebagai
suatu bentuk hukum tertentu. Law Reform {frustared contracis) Act tahun 1943
membiarkan perkembangan frustation kepada putusan peradilan dan hanya mengatur
tentang akibat hukumnya, dengan suatu cara yang menyimpany dari Common Law.
Mengenai kapun uda frustation tidak diteguskan oleh pembentuk undang-undang
(Williams, 1944: 21,

Sekarang dikenal orang ajaran frustation, dengan berbagai scbutan seperti Theory
of A Radical Change in the Obligation, atau Change in the Obligation Theory.

Semasa perang Dunia Pertama, Consel d"Etat, yaitu pengadilan tertinggi administras]
Perancis menghadapi masalah “pengaruh dari keadaan yang berubah menurut perjanjian
yang sedang berjalan”. Pengarunh ini diperhatikan. Diterapkan mengenai peliksunaan yang
dibatasi, dengan menggunakan Teori de /'imprevision, teori tentang keadaan vang tidak
terdugakan terlebih dulu. Sejak tahun diakuinya teort ini, yaitu 1916, xenantiasa dicoba
agar pandangan mi juga masuk ke dalam hukum perdata, tetapi belum berhasil hingga
kini.

Code Civil Spanyol 1889 menunjukkan pengaruh yang hesar daei Code Civil Perancis.
Dalam bagian umum dari hukum perikatannya asas pacta sunt servanda dimasukkan dalam
Pasal 1091,
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Spanvol terhindar dari Perang Dunia Pertama {1414-1918) dan Kedua (1939-1945).
Oleh karena it kedua perang dunia itu tidak dapat dipergunakan schagai bahan penguji
ajaran klausula, Sebelum tabun 1940 alasan “perubahan keadsan™ tidak pernab diajukan
dalam pengadilun-pengadilan di Spanyol. tetapt putusan tahun 1940 dan 194 ]
menunjukkan pikiran yang lain, Darl putusan tahun 1940 dan 1941} dapat disimpulkan
bahwa dalam hal perubahan Keadaan vang tidak dapat diduga sebelumnya dan luar biasa
pula, sifatnva vany mengakibatkan prestasi kedua belah pithak menjadi luar biasa
ketidakseimbangannyva, mengakibatkan perjanjian yang bersangkutan dipengaruhi oleh
keadaan yvang baru. Tahun (944, terlihat campur tangan pengadilan lebih jauh ke dajam
perfanjian, Ditentukan bahwa penjual harus menyerahkan barangnya dengan harga yang
telah disesuatkan. Peninjauan kembali ini tidok didasarkan pada klausula, tetapi pada
Prinsip unum mengenat kesamaan nilat darl prestast pada perjunjian timbal balik, Putusan
tahun 1957 menggunakan klausula sebagai dasarnya, dengan syarat: harus ada perubahan
Tuur bHiagsa Jari keadaan yang mengakibatkan kesenjangan antara prestasi-prestasi kedua
belab pihak, sedangkan mengenal keadaan 1tu chisyaratkan pula bahwa betul-beru! tidak

dapat diduga terlebih dulo sehelumnya,

Pada Perang Dunia Pertama dan setelah tw, di Jerman umbul masalah mengenai
perang dan perjanpian yang sedang berjalun. Pikiran tentang ini bermuara pada klausula

rebus sic stantibus,

ITI. BEBERAPA PANDANGAN

Sehubungan dengan Klausula rebus sic stenibus ini perlu diperbatikan pandangan
Oertmann {1921 entang pengertian Geschaftsgrundlage. Menuratnya, bilamana sebagui
akibat dart perubahan keadaan yang kemudian baru terjadi, keadaan-keadaan yang terkesan
nada para pihak dan tetah menjadi dasar perjanjian mercka tiduk ada, maka dapat dikatakan
bahwa Geschaftygrundiage-nya gugur. Gugurnya it memberi kepada “yvang dirugikan”™
hak untuk dipandang “dibebaskan daci kewajiban-kewapibannya™ (Ruckrittsrechr),
Dikaitkunnya dengan itikad batk, tidaklzh csensial menurut versi asli dart Qertmann.
Semuanya hanya dikembalikan pada pertanyaan: apukah Geschaftsgrundlage gugur?

Adu dua kelompok kejadian vang mehputt waran Geschajisgrundlage ini. Pertama,
kejadian-kejadian di mana para pihak bersama-sama telah mempunyal snatn gambaran
atuu lurapan ity tidak tepat. Kedua, kejadian-kejadian, di mana bagi pihak-pihak satu atau
beberapa keadaan mutlak harus ada jika perjanjian akan mempunyval arti yang patar,

sedangkan kemudian keadaan tn gugur,
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Dari keterangan-keterangan di atas dapat dipahami jixa masulah vane terkanduny
dalam asas ini akan tersentub jika hakim harus menemukan hukum, Sementara itu kita
ketahui pula bahwa penemuan hukum it sendiri musih merupakun masaluh. sehingga

karenanya pula lahir wori-teori tentang penemuan hukum,

Dalam penemuan hukom itu sendiri masih ada pula musalah. vartu masalih kepatutan.
Di atas tadi hal Repatutan ini sepintas telah disinggunyg,

Masalah ini berpangkal toluk dari pertanyadn mengena apukah hukum? Pertanyaan
itu menjadi lebih ruwet jika diperhatikan beberapa rumusan menvenni hukim, antar Lin
yang menyatakan hukum sebagai keadifan. tetapi jupn schugi vang disebut para ahli
hukum: hukum positit. Kita terbentur sejenak pada pengertian dasac hukum vang berlaku
dan hukum yang diharapkan, di mana hukum yang diharapkan o, vang bunvak dipandang
orang sebagai hal vang adil. dan hal yang dipandany putut.

Mengenai hubungan dialektik antara hukum yung berluku Jun hukum yany
didambakan beberapa kali telah dikemukakan oleh Paul Scholten. Kesimpulannya adalih
bahwa selalu ada suatu pengaruh timbal balik yang bersifac wrs-nenerus antra 4t vang
terjadi dan apa yang seharusnva terjudi. Lebih sulit lage pRicdike mukahon apa vang patur
ditentukan olch apa yung harus.

Siapa yang menentukan? Tentu siaja pertama-tai adulah pembentuk wndang-undang.
la menjadi lebih sulit lagi oleh karena pembentuk undang-undany kadung-kadang terlaly
lamban untuk menggantikan sesvatu vang ada itw. dan hadang-kadang mendeleeasikan
dengan bantuan norma-norma blanket tgasnya it kepuila hakim, Dalam kedua hat
tersebut hakim berpegang pada undang-undang dan ia berkewajibun mencari dan
menemukan hukum itu,

Cara bekerja yang diberikan petunjuknya oleh Scholten aikiah: undang-undhng tidak
diragukan lagi adaluh sesuatu yanyg pada akhirnyu merupukan sumber vana berwibawa
dari hukum. Namun berdasarkan sifatnya ia udalah sumber sang tiduk membehaskan
hakim dari kewajibannya untuk dalum tiap-tiap kejadian konkres nemperhatikan mengenai
keadilan putusannya itn dalam kerangka dari sistem hukum viang berlakit,

Dengan im maka duerah vang samar-samar, dan vang disebut duerah penemuan
hukum ity menjadi dimasuki. Mengapa dikatakan samar-samar? hakim telih meningyalkan
perhndungan yang aman vang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya, dan

sekarang ia harus mencari dan menemukan hukum.

Bagaimanakah dia mencuari, dan apakah yang diterukannva? Jiwabun Vanyg epat
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sekali belumlah dapat diberikan. Pendekatannya Kadang-kadung bersifar falsafah, tetapi
setelah itu pula bersitar prakes. Suatu cara bekerja yang sederhana nntuk penemuan hukum
int tidak pernah diberikan. Yang dapat dikemukakan adatah sejauh mungkin mengusahakan
dapat dicapainya tujuan berikut oleh hakim, yaitu menjatvhkan putusan yang dalam
kejadian tertentu ini bersifat sangat patut. Jadi jika kita berpangkal tolak pada pandangan
bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah karya hakim vang tujuannya unfuk
memutuskan mengenai sengketa yang diajukan oleh para pihak dengun menggunakan
hukum obiekuf, falu setelah dibukitikannya mengenai fakta-fukta dibenarkunlah pihak yang
satu, sedangkan pihak yang lain dipersalahkan, sehingga pertanyaan benknt yang timbul
kiranya dapat dirumuskan dengan: apakah peranan dari kepatutan itu dalam penemuan
hukum?

Duart pertanyaan ini ternyata bahwa hakim harus mulai dengan lakta-fakta dan
keadaan-keadaan vang telah diterimanya sebagat hal-hat yang pastt, dan setelah it harug
menerapkan hukum terhadapnya. penerapan hukum itu kebanyakan kali adalah penerapan
dari undang-undang. Seberapajauhkah dia terikat pada andang-undany, dan apakah hakim
datam kejadian konkret dapat menyimpang dari penyelesaian yang untuk ito ia melalui
penggunaan undang-undang secara ketat itu sampai kepada dan mendapatkan putusan yang
diambiinva dari sifat kepatutan. Keberatan-keberatan untuk dengan begitu saja
membenarkan dan menegaskan pertanyaan ini berkisar pulu pada yang disebut kepastian
hukum.
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